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Pembahasan yang alan dilakukan terhadap judul skripsi ini yaitu kebe-radaan 
kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam kaitanDya dengan pembuktian perkara 
pidana di depan persidangan dalam kasus tindak pidanu pencurian. Suatu hal yang 
menjadi telaah dalam pembahasan skrip�i ini bahwa keberodaan saksi yang yang dapat 
dinilai sebagai alat bukti yang sah pada perkara pidana ridak sedemikian saja terjadi, 
harus dapat dihadirkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi ter.;ebut benar
benar memiliki hubungan dengan perkara yang dipersidangkan. Dcngan demildan 
dibutuhkan persyaratan khusus bagi isi sebuah keaksian sehingga kesaksian tersebut 
tidak sia-sia clan memberikan pengaruh bagi hakim dalam memutuskan perkara yang 
scdang dipcrsidangkan. 

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan 
mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya mernuat jenis-jenis alat bukti yang 
sah menurul hukum, yang tenuang dalam Pasal 184 ayat (I) KUHAP. Walaupun 
KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli 
hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah 
meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dilemukakan dalarn 
suatu sengketa. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Nilai sebuah kesaksian sebagai 
alat bukti yang sah pada perkara pidana menurut undang-undang amat sangat peoting 
dalam suatu sistem pembuktian perkara pidana, dimana dengan adanya kesaksian dari 
saksi-saksi yang dihadirkan di depan peogadilan dalam sebuah kasu3 pidana maka 
akan dikctahui fakta hukum yang sebeoamya yang dijadikan bahan pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara pidana yang sedang diperiksanya. Kedudukan alat 
bukti saksi yang sah pada perkara pidana menurut undang-undang adalah suatu 
kesaksian yang diberikan di atas sumpah lentang perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri. ia lihat 
seodiri dan ia alami seodiri. DaJam mengantisipasi kcengganan seorang saksi dalam 
memberikan kesaksian karena faktor keamanan dirinya hendaknya instansi terkait 
dapat memberikan perlindungan hukwn kepada saksi yang bersangkutan secara 
ma.ksimal. Untuk meogantisipasi kendala dalam mengl1adirkan seorang saksi karena 
faktor jarak atau jauh. maka instansi pengadilan dapat menerapkan teknologi seperti 
1eleconference dalam memeriksa seorang !!Bk�i yang jauh dari lokasi persidangan. 
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